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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Hasil analisis mengenai perlindungan hukum terhadap eksistensi 

pasar tradisional dengan munculnya toko modern di Kecamatan Bajawa 

Kabupaten Ngada diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar Tradisional Bobou 

dengan munculnya Toko Modern di Kecamatan Bajawa Kabupaten 

Ngada 

       Pemerintah Kabupaten Ngada mempunyai peranan penting 

dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak pelaku 

pasar tradisional. Dalam implementasinya pemerintah Kabupaten 

Ngada belum menunjukkan peran penting dalam melakukan 

pengelolaan Pasar, Hal mana letak lokasi pasar yang jauh dari 

pemukiman penduduk serta tugas dan wewenang pemerintah yang 

tidak jelas yang didalam isi surat keputusan tersebut mengatur 

tentang pengelolaan pasar dan terminal  yang dikelola oleh Camat, 

namun dalam pelaksanaannya dikelola oleh Kantor 

DISKOPERINDAK Kabupaten Ngada. Sehingga  dalam melakukan 

pengelolaan serta pembinaan kepada pasar tradisional tidak dapat 

berjalan secara baik sehingga pelaku pasar tradisional bobou tidak 

mendapatkan keadilan.  
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        Peran Pemerintah Kabupaten Ngada dalam melaksanakan 

pengelolaan pasar harus memperhatikan tiga hal, yaitu regulasi, 

kontrol penataan hukum dan social engineering. 

2. Kendala-kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi Pasar 

Tradisional Bobou dengan munculnya toko modern 

a. Kendala menyangkut belum adanya persamaan presepsi 

antara Pemerintah dengan DPRD  

endala yang dihadapi oleh dinas Koperasi, UMKM, 

Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ngada adalah 

belum adanya persamaan presepsi antara Pemerintah dan 

DPRD kabupaten Ngada dalam membuat Peraturan Daerah 

yang mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Pasar.  

b. Kendala Pemilik Toko Modern 

Kendala pemilik Toko Modern dalam penelitian ini adalah 

mengenai izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada 

Toko Selera bukan izin usaha toko modern, melainkan izin 

usaha toko kelontong. Namun dalam perjalanan usaha 

perdagangan di toko selera mulai meningkat, pemilik toko 

tersebut mulai merubah tampilan toko menjadi toko modern 

dengan nama SeleraMart. Dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas layaknya Toko Modern. Pihak pemerintah daerah 

mengakui memiliki keterbatasan dalam hal melakukan 

pengawasan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia 
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di KPPT sehingga mengurangi pengawasan serta 

pengontrolan pada izin-izin usaha yang diberikan kepada 

setiap pelaku usaha. 

c. Kendala sumber daya manusia mengenai jumlah pegawai 

Berdasarkan penelitian salah satu kendala yang dihadapi 

pemerintah mengenai sumber daya manusia  dalam hal ini  

bukan dilihat dari kualitas pegawai tetapi jumlah pegawai 

yang terbatas, hanya ada satu kepala bidang, satu kepala seksi 

dan dua staf  untuk melakukan pengelolaan pasar tradisonal 

Bobou sehingga disini menjadi kendala pemerintah dalam 

melakukan pengelolaan pasar tradisional Bobou. 

d. Kendala aturan banyak pedagang yang masih berjualan di 

tempat-tempat pribadi 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

berkaitan degan tata ruang kota Bajawa mengenai adanya 

penjualan yang dilakukan di tempat-tempat pribadi secara 

otomatis mengganggu tata ruang wilayah kota Bajawa. Ini 

disebabkan adanya budaya masyarakat yang ingin selalu 

mudah dan praktis tanpa menghiraukan keamanan dan 

kerapian dilingkungan sekitar. 
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3. Upaya-Upaya perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar 

tradisional Bobou dengan munculnya toko modern 

a. Upaya belum ada persamaan presepsi, antara pemerintah 

dengan DPRD Kabupaten Ngada 

       Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan 

DPRD sehingga dapat membuat dan menyusun sebuah Perda 

yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan Pasar di 

Kabupaten Ngada. Dengan adanya Perda yang mengatur 

secara khusus tentang Pasar maka adanya sebuah aturan yang 

jelas tentang pembagian wewenang antara pemerintah dan 

pengelolah pasar, pola pembinaan, pengaturan jarak toko 

modern, sanksi hukum baik untuk pemerintah sendiri 

maupun untuk pelaku Pasar dan lain-lain.  

b. Upaya Pemilik Toko Modern 

Pemerintah Daerah perlu membuat suatu kebijakan atau 

peraturan  baru yang berkaitan dengan pasar tradisional dan 

toko modern. Peratuan tersebut harus membuat tentang 

perizinan dalam melakukan suatu usaha. Kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah harus ada keberpihakan 

kepada pelaku Pasar Tradisional. Mengingat perekonomian 

masyarakat kecamatan Bajawa masih berada pada golongan 

ekonomi  menengah kebawah. 
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c. Upaya meningkatkan jumlah pegawai 

Upaya yang dilakukan adalah selain mengoptimalkan kinerja 

staf dalam menyelesaikan tugas yang diemban, perlu adanya 

penambahan pegawai sesuai dengan keahliannya, sehingga 

dalam melakukan pembinaan, pendampingan serta 

pengawasan terhadap pasar tradisonl dan toko modern dapat 

berjalan sesuai dengan aturan perundang-undang dan harapan 

masyarakat. 

d. Upaya aturan banyak pedagang yang masih berjualan 

ditempat-tempat pribadi 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Ngada 

adalah Pemerintah bersama-sama dengan DPRD harus segera 

membuat Peraturan Daerah dan melibatkan masyarakat serta 

stakeholders lainnya yang memiliki kemampuan serta 

keahlian dalam bidang usaha, sehingga pada saat Perda 

tersebut sudah jadi tidak ada penolakkan dari masyarakat dan 

didalam Perda tersebut harus memuat sanksi yang jelas dan 

tegas.  

B. Saran 

Berdasarkan kajian penelitian maka penulis menyampaikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) Kabupaten Ngada  

untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
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Pasar. Sehingga ada pembagian kewenangan yang jelas antara 

Camat dan Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian, dan 

Perdagangan Kabupaten Ngada. 

2. Pemerintah Kabupaten Ngada dalam hal ini Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu (KTTP) Kabupaten Ngada dalam melakukan 

pengawasan terhadap perizinan usaha yang dikeluarkan harus lebih 

teliti. Hal ini agar tidak terjadi penyalagunaan peruntukkan izin 

usaha yang diberikan dan izin usaha itu dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

3. Pemerintah Kabupaten Ngada untuk bisa membuka koperasi Pasar 

yang bertujuan untuk membatu modal perekonomian para 

pedagang khususnya pedagang pasar tradisional dan UMKM. 

Koperasi Pasar ini menjadi media untuk mempererat persatuan, 

kerjasama, dan solidaritas (tolong menolong) dan sebagai media 

pendorong kemajuan lembaga, usaha dan anggota koperasi pasar.  
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